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PRI::SIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERA TURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2004 

TENTANG 

KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

1\1enimbang: bahwa untuk n:elaksanakan ketentuan Pas",l 8 ayat 0), Pasal 30, 

Pasa143, dan Pasa149 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 

Mengingat 1. Pasa! 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah 

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan 

.I Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
dan Kegiatan Usaha' Pengangkutan Ga~ Bumi Melalui Pipa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2002 Nomor 141, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR 

I'vl~NYAK DAN GAS BUMI. 

BAB I ... 
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BAB I 

KETENTUAN UM UM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar 

Minyak, Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Bentuk Usaha 

Tetap, Izin Usaha, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengatur, dan Menteri 

adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Burni. 

2. Bahan ~akar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalarn 

kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi danl atau hasH 

olahan dari Minyak dan Gas Burni. 

3. BahanBakar Lain adalah bah an bakar yang berbentuk cair atnu 

gas yang berasal dari selain Minyak Burni, Gas Burni dan Hasil 

Olahan. 

4. LPGadalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan unfuk 

memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya 

yang pada dasarnya terdiri atas 'proparta, butana, atau campuran 

keduanya. 

5. L/vG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari meta-:1a yang 

dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 1600 C) dan 

dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah 

transportasi dan penimbunan. 

G. HasH Olahan adalah hasH danl atau produk seIain Bahan Bakar 

Minyak dani at au Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan 

usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk 

akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia. 

7. Cadangan ... 
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7.2adangan Strategis Minyak Bumi adalah jumla?t tertentu IV~inyak 

Buml yang ditetapkan Pemerintah yang harus tersedia setiap saat 

c untukkebutuhan bahan baku Pengolahan di dalam negeri guna 

mendukung ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dalam negeri. 

8. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional adalah jumlah tertentu 

Bahan Bakar Minyak untuk mendukung penyediaan Bahan Bakar 

Minyak dalam negeri. 

9. Pengolahan Lapangan adalah kegiatan pengolahan hasH produksi 
.. 

sendiri sebagai kelanjutan danl atau rangkaian kegiatan eksplorasi 

dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan 

untuk memperoleh keuntungan danl atau laba atau untuk tujuan 

komersial. 

10. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan 

menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, 

dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan 

peralatan yang dioperasikan danl atau diusahakan sebagai suatu 

kesatuan sistem yang terintegrasi. 

11. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi 

Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan 

pembangunan jaringan transmisi dan clistribusi Gas Bumi dalam 

wilayah Ncgara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat 

disesuaikan setiap tahul1. 

12. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa transmisi 

Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk ]aringan 

Transrriisi dan Distribusi Gas Dumi Nasional. 

13. Wilayah ]aringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan 

distribusi Gas Bumi yang mcrupakan bagian dari Rencana Induk 

Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 

14. Hak ... 
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14. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada 

Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi 

ot Mel~lui Pipa pad a Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah 

]aringan Distribusi berdasarkan 1elang. 

15. Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa 

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 

16. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha 

penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, 

Bahan Bakai Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan dalam 

skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana 

penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua . 
pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. 

17. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha 

penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, 

Bahan Baka~ Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam 

skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan 

sarana- penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada 

pengguna yang mempunyailmenguasai fasilitas dan sarana 

pelabuhan dan/ atau terminal penerima (receiving terminal). 

18. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak 
.' 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di 

daerah tertentu dalam waktu tertentu. 

19. Daerah Terpencil adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau, dan 

sarana/infrastruktur transportasi terbatas serta wilayah yang 

ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan 

" biaya yang tinggi dalam penya!uran Bahan Bakat Minyak . . 

BAB II ... 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA HILIR 

Pasal Z 

Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah 

memiliki Izin LTsaha yang dikcluarkan oleh Menteri dan 

diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, 

sehat, dan transparan. 

Pasal3 

Pemerintah melakukan pcngaturan, pembinaan, dan pengawasan atas 

penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam 

PasaI Z. 

rasaI4 

Pengaturan dan pembinaan sebagaimana uimaksud dalam Pasal 3 

dilakukan oIeh Menteri yang meliputi: 

a. Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha; 

b. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan 

Bakar Gas, dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan; 

c. jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak di seluruh wiIayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. pemaniaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; 

e. Cadangan Strategis Minyak Bumi gun a menqukung penyediaan 

Bahan Bakar Minyak dalam negeri; 

f. kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional; 

g. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi 

Nasional; 

h. teknis ... 
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h. teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan 

lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat; 
.« 
1. mekanisme dan/atau formulasi harga Bahan Bakar Gas dan jenis 

Bahan Bakar Minyak tertentu pada masa sebelum harga dapat 

diserahkan pad a mekanisme persaingan usaha yang wajar dan 

sehat; 

j. ketersec1iaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu; 

k. peningkatan potensi kemampuan nasional; 

1. pemanfaatan barang, jasa, tcknologi, dan kemampuan rekayasa 

dan rancang bangun dalam ncgcri. 

Pasal5 

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, 

huruf f, huruf h, dan huruf i mcmpertimbangkan masukan dari Badan 

Pengatur danl atau instansi terkait. 

Pasal6 

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh 

Menteri yang m6liputi: 

a. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan 

Bakar Gas dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan; 

b. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan 

hidup; 

c. penggunaan tenaga kerja asing dan pengempangan tenaga kerja 

Indonesia; 

d. pemanfaahn banmg, jasa, teknologi dan kemampuan relcayasa 

~4n r;meang bangun dalam negeri; 

e. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; 

f. penguasaan, ... 
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f. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan 

Gas Bumi; 

~'. pell:l:ksanaan· Izin Usaha selain pengawasan yang dilaksanakan 

oleh Badan Pengatur; 

h. kaidah keteknikan yang baik; 

i. . penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pad a Kegiatan Usaha 

Hilir. 

Pasal ·7 

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas 

pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan 

Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri. 

Pasa18 

(1) Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 

meliputi: 

a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah 

meinpunyai Izin Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan 

distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah 

dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. menetapkan kewajiban Badan Usaha yal!g akan atau telah 

mempunyai Izin Usaha dari Menteri untuk. menyediakan dan 

mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah yang 

mekanisme pasarnya bclum berjalan dan Daerah Terpencil 

dalam rangka mensatur kcterscdiaan Bahan Bakar Minyak di 

seluruh wiJayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. menetapkan , .. 
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c. menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari 

masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk 

memenuhi Cadanga.n Bahan Bakar Minyak Nasional; 

d. menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme 

penentuan tarif alas fa~ililas Pcngangkutan dan Penyimpanan 

Bahan Bakar Minyak scrla fasilitas penunjangnya milik Badan 

Usaha terutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi 

kelangkaan Bahan Bakar Minyak danl atau untuk menunjang 

optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

di Daerah Terpenci1; 

e. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang 

mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan 

pen.distribusian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan volume 

Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan berdasarkan 

formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 

f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan 

kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak. 

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan 

Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak 

dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha 
.-

atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat. 

Pasal9 

(1) Pengaturan at as pelaksanaan pengangkutan -Gas Bumi melalui 

pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: 

a. menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah jaringan Distribusi 

yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk 

dilelang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha 

pengallgkutan Gas Bumi melalui pipa; 

b. membcrikan ... 
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b. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa 

pada Ruas Transll1isi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi 

melalui lelang bcrdasarkan Rcncana Induk Jaringan Transmisi 

dan Distribusi Gas Bumi Nasionlll; 

c. menetapkan tarif scsuai dcngan prinsip tekno ekonomi; 

d. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan 

pelanggan kecil dengan mempertimbangkan nilai keekonomian 

dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat; 

e. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan 

dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan 

kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

f. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang 

mempunyai kegiatan usaha di bidang pengarigkutan Gas Bumi 

melalui pipa sesuai dengan Gas Bumi yang diangkut dan 

didistribusikan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah; 

g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang 

Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa danl atau 
• 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi 

melalui pipa. 

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan 

Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g tidak 

dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha 

atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan . 
Negeri Jakarta Pusat. 

Pasal 10 

(1) Pengawasan atas pcnyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap Badan Usaha. 

(2) Pengawasan ... 
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(2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi: 

a. pelaksanaan penycdiaan dan pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan/atau pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

b. pelaksanaan pemanfaat4Ul bersama atas fasilitas pengangkutan 

dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas 

Bumi melalui pipa scrta fasilitas pcnunjang milik Badan Usaha; 

c. pelliksanaan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; 

d. harga Ga~ Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan keci!. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan 

huruf b, termasuk pemberian pertimbangan kepada Menteri 

dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang 

dilakukan oleh Badan Usaha. 

Pasal 11 

Ketentuan lebih'lanjut pelaksanaan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 

diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan Pedoman Badan Pengatur. 

BAB III 

IZIN USAHA 

Pasal 12 

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi: 

a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, 

.J 

memperolch bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan 

mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang 

menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil 

Olahan, LPG danl atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan 

Lapangan; 

b. kegiatan ... 
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kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan 

Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, 

dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara 

termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat 

ke tempat lain untuk tujua.n komersial; 

c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, 

pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, 

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/ atau Hasil Olahan 

pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau 

permukaan air untuk tujuan komersial; 

d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, 

penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, 

Bahan Bakar Gas dan/ atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi 

melalui pipa. 

Pasal 13 

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha 

dari Menteri. 

(2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha ,-
untuk kegiatan usaha tertcntu scbagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri. 

Pasal 14 

(1) Pengajuan dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan 'usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas dan/ atau HasH Olahan diajukan 

kepada dan diberikan oleh Menteri; 

b. kegiatan ... 
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b. kegiatan usaha Pcnzanzkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas dall/atau Hasil Olahan termasuk 

~engangkutan Gas Bumi melalui pipa diajukan kepada dan 

diberikan oleh Menteri; 

i;. kegiatan usaha Penyimpanan Mirlyak Bumi) Bah~Ll1 Bakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan 

kepada dan diberikan oleh Menteri; 

d. kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas dan/ atau HasH Olahan diajukan 

kepada dan diberikan oleh Menteri. 

(2; Pengajuan Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak, Izin 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, Izin Usaha 

Penyimpamin Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi, 

dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 

disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur. 

(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d tetdiri 

dari Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dan Izin Usaha Niaga 

Terbatas (Trading). 

Pasal 15 

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 Badan Usaha mengajukan perrr.ohonan kepada Menteri 

denganmelampirkan persyaratan adm:.nistra~i dan teknis, paling 

sedikit memuat: 

a. nama penyelenggara; 

b. jenis usaha yang diajukan; 

c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaran pengusahaan; 

d. infQrmasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan 

kegiatan usaha. 

(2) Menteri ... 
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(2) Menteri menetapkan lebih lanjut mengenai persyaratan dan 

pedoman pelaksanaan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

.e.l ay~t (1). 

Pasal 16 

(1) Dalam hal Badan Usaha Illclakukan kegiatan usaha Pengolahan 

dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga 

sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada 

Badan Usaha hanya diwajibkan mempunyai Izin Usaha 

Pengolahan. 

(2) Dalam hal Badan Usaha scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

melakukan 'kegiatan usaha niaga umum wajib mendapatkan Izin 

Usaha Niaga Umulll ( ~Vhvlcs:J/c) tcrlcbih dahulu. 

(3) Dalam hal 13adan Usaha lllclaklikan kcgiatan usaha Pcngolahan 

dengan kegiatan lIsaha pCl1gansklltan, penyimpanan, dan niaga 

tidak sebagai kelanjutan kegiatan lIsaha Pengolahannya, maka 

kepada B8.dan Usaha wajib mempunyai Izin Usaha Pengolahan, 

Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin 

Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas 

(Tra.ding) secara terpisah. 

Pasa! 17 

Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas 

Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi atau pada Wilayah ]aringan 

Distribusi wajib memiliki Hak Khusus dari Badan Pengatur. 

Pasal18 

(1) Dalam hal 6adan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan 

dengan kegiatan pengangkutan sebagai penunjang l~egiatan usaha 

Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha 

Pcnyimpamin dan tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan. 

(2) Dalam ... 
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(2) Dalam hal ~adan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan 

dengan kegiatan pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan 

us~ha Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha wajib 

memperoleh Izin Usaha Penyimpanan danl atau Izin Usaha 

Pengangkutan secara terpisah. 

Pasal19 

(1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan 

kegiatan penyimpanan, danl atau pengangkutan sebagai 

penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha 

diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha 

Penyil!lpanan dan/ atau Izin Usaha Pengangkutan. 

(2) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan 

kegiatan penyimpanan, dan/ atau pengangkutan tidak sebagai 

penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha 

wajil? memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin 

Usaha Niaga Terbatas (Trading), Izin Usaha Penyimpanan, 

dan/atau Izin Usaha Pengangkutan sccara terpisah. 

BABIV 

PENGOLAlIAN 

Pasal20 

Badan usaha yans akun melaksanakan kegiatan' usaha Penzolahan 

Minyak Bumi, Gas Bumi danl atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin 

Usaha Pcngolahan dari Menteri. 

Pasal 21 .. , 
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Pasal21 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha wajib 

fuenjamin - keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan 

lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, dan 

menjamin bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar dan 

mutu sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal22 

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib menyampaikan 

laporan kepada Menteri dan Badan Pcnsatllr mengenai jadwal rcncana 

tahunan, realisasi pelaks:lnaan bulanan, dan penghentian opcrasi guna 

perawatan fasilitas dan sarana f'cnsolailan dalam rangka Illcnjaga 

ketersediaan Bahan Bakar Millyak. 

Pasal23 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha 

periu memperhatikan kepentingan nasional yang berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Bahan 

Bakar Gas di dalam negeri. 

(2) Dalam hal terjadi kekurangan pem?-nuhan kebutUhLIl Baharl 

Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat 0), Menteri 

dapat menunjuk dan menugaskan Badan Usaha tertentu untuk 

meningkatkan kegiatan produksi Bahan Bakar Minyak dengan 

mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis dari Badan Usaha. 

Pasa124 

(1) Pengolahan Gas Bumi menjadi LNG, LPG dan Gas to Liquefied 

(GTL) termasuk dalam dan/ at au merupakan Kegiatan Usaha Hilir 

selama ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/ atau laba 

serta bukan mcrupakan kelanjutan Kegiatan Usaha Hulu. 

(2) Kegiatan ... 

" 
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(2) Kegiatan Usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilaksanakan oIeh Badan Usaha setelah mendapat 

Izin Usaha dari M.enteri. 

PasaI25 

Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/ atau Hasil Olahan untuk 

memproduksi produk pelumas dan produk petrokimia ketentuan 

pengaturannya ditetapkan dan dilaksanakan bersama oleh Menteri dan 

menteri yang membidangi industri. 

BAB V 

PENGANGKUTAN 

f'asal 2G 

Badan Usaha yang akall Illd41ksanakan kcsiatan usaha Pensanskutan 

Minyak Bumi, Gas BUll1i, Bahan Hakar Minyak, Bahan Bakar Gas 

dan/atau Hasil Olahan wajib Illcmiliki Izin Usaha Pensanskutan dari 

Menteri. 

Pasal27 

Terhadap kegiatan usaha pengangkutan· Gas Bumi melalui plpa 

dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Hak Khusus dari 

Badan Pengatur. 

Pasal28 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangku.tan, Badan Usaha 

wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan 

lingkungan hidup, serta pengembansan masyarakat setempat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yans berlaku. 

Pasal 29 ... 
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Pasal 29 

~adan Usaha dalam mclnkukan kegiatan usaha pengangkutan yang 

menggunakan saranaangkulan daral selain pipa mengulamakan 

penggunaan usaha pcnsangkutan milik koperasi, usaha kecil, 

dan/atau badan usaha swasla I1Hsionallllclalui seleksi. 

Pasal30 

Badan Usaha. pemega.ng Izin Usaha Pengangkutan wajib 

menyampaikal1 laporan kepada Menteri setiap bulan sekali mengenai 

rencana dan reaIisasi pelaksanaan kegiatan usahanya meliputi jenis, 

ju:~lah dan kegiatan operasi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 

dengan tembusan kepada Badan Pengatur. 

Pasal31 

(1) Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain 

untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana 

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan 

pertimbangan aspek teknis dan ekonorriis. 

(2) Dalam hal terjadi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak, dan pada 

Daerah Terpcncil, guna menekan biaya distribusi, Badan Usaha 

wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara 

bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana .Pengangkutan yang 

dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis. 

(3) Pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana Pengangkutan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, 

diatur dan diawasi lebih lanjut oleh Badan Pengatul' dengan tetap 

mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. 

Pasal 32 ... 
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Pasal 32 

13acb.:n Usuha pcmc.'sang lzin Usaha pcnsangkutD n wajib 

menyampaikan laporan kcpada /Jadu/1 Pcngatur mengenai rcncana dan 

realisasi pelaksanaan operasi kcgiatan pcngangkutan Gas Bumi Melalui 

Pipa meliputi penggunaall fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi 

Melalui Pipa setiap bulan aUlu apabila diperlukan dengan tembusan 

disampaikan kepada MClItcri. 

Pas:d 33 

Pengaturan, Denetapan dan pCl1gawas<\lI Tarif dilakukan oIeh Badan 

Pengatur dengan mempcrtimbangkan pcrhitungan keekonomian dari 

Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen. 

Pasal34 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi 

Melalui Pipa, Badan Usaha wajib menyesuaikan dengan Rencana 

Induk]aringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 

(2) Rencana Induk ]aringan. Transmisi dan Distribusi Gas Bumi 

Nasional ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan 

masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha serta 

memperhatikan kcpentingan Pemerinia.h dalam mengembangkan 

pasar domestik. 

(3) Badan Pengatur memberikan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi 

Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan pacta Wilayah ]aringan 

Distribusi kepada Badan Usaha berdasarkan Rencana Induk 

]aringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 

Pasal 35 ... 



.. 

~";:~[~;IDCN 

Ht:F'Ud~_!r\ INC),')Ni:: -:, ... :. 

19 

Pasal35 

£a.dan l!saha yang telah melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan 

Gas Bumi MelaIui Pipa dapat meningkatkan kapasitas fasilitas dan 

sarana pengangkutannya seteIah mendapatkan penyesuaian Hak 

Khusus. 

Pasa! 36 

(1) Terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang berada dalam 

Kegiatan Usaha Hulu dan digunakan untuk pengangkutan gas 

bumi produksi sendiri oleh kontraktor bersangkutan dan tidak 

merupakan usaha yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan 

dan/atau laba, merupakan Kegiatan Usaha Hulu dan tidak 

diperlukan Izin Usaha. 

(2) Terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang dimaksudkan 

untuk mencari keuntungan dan/atau laba dan/atau digunakan 

bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa 

atau pembe1?anan biaya bersama secara komersial, merupakan 

Kegiatan Usaha Hilir dan wajib mendapatkan Izin Usaha dan l-Iak 

Khusus. 

BAil VI 

PENYIMPANAN 

Pasal37 

Badan Us~ha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan 

Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas 

dan/ atau HasH OIahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari 

Menteri. 

Pasal 38 ... 
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Pasal38 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha wajib 

rt1enjam~n keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan 

lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal39 

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan wajib menyampaikan 

laporan kepada Menteri mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan 

kegiatan usaha Penyimpanan meliputi jenis, jumlah dan/atau mutu 
,.I 

kotnoditas yang disimpan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-

waktu diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur. 

Pasa140 

(1) Badan Usaha wajib memberikan kcsempatan kepada pihak lain 

untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas Penyimpanan yang 

dimiIikinya dcngan pertimbangan aspck teknis dan ekonomis. 

(2) Pada wilayah yang mengalami Kelangkaan Bahan Bakar Minyak 

dan pada Daerah Terpencil, Badan Usaha wajib memberikan 

:<esempa.tan kepada pihak lain untuk secara bersama 

memanfaatkan fasilitns Pl'!lyimpanan yang dimilikinya dengan 

pertimbangan aspck tekllis dall ckonomis. 

(3) Pemanfaatan bersam<l fasilitas Pcnyimpanan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I) dal1 ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih 

lanjut oleh Badan PCllgatur. 

Pasal 41 

(1) Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha 

Penyimpanan dapat men am bah dan meningkatkan kapasitas 

fasilitas dan sarana Penyimpanan setelah mendapatkan, 

penyesuaian Izin Usahanya. 

(2) Penyesuaian ... 
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(2) renyesuaian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

wajib terIebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan 

Pengatur. 

Pasal 42 

(1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan LNG 

wajib memiliki lzin Usaha Fenyimpanan LNG. 

(2) Menteri menetapkan persyaratan dan pedoman pemberian Izin 

Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 0). 

BAB VII 

NIAGA 

Pasal43 

Badan Usaha yang akan IllclaksHnakan kcgiatan usaha Niaga Minyak 

Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar 

Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari 

Menteri. 

Pasal44 

Dahan melaksanakan kegiatan usaha Niaga, Badan Usaha wajib: 

a. menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, 

Bahan Bakar Lain dan/ atau Ha,sil Olahan secara 

berkesinambungan pada jaringan distribusi NitJganya; 

b. menjamin ketersediaan Gas Bumi melalui pipa secara 

berkesinam?,ungan padajaringan distribusi Niaganya; 

c. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, 

Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan pada tingkat yang wajar; 

d. menjamin ... 
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d. menjamin penyediaan fasilitas Niaga yang memadai; 

e. menjamin standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar 

< Gas, Bahan Bakar Lain danl atau Hasil Olahan yang ditetapkan 

oleh Menteri; 

f. menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat 

ukur yang digunakan; 

g. menjamin penggunaan peralatan yang memenuhi standar yang 

berlaku. 

Pasal45 

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga wajib menyampaikan 

laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Niaga 

setiap bulan sekali atall sewaktu~waktu apabila diperlukan dengan 
-

tembusan kepada Badan Pengatur. 

Pasal 46 

(1) Terhadap Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga 

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan 

latau HasH Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat 

diberikan Izin Usaha Niasa Umum (Wholes[J/e) atau Izin Usaha 

Niaga Terbatas (Tn/dins). 

(2) Badan Usaha pemcgHng Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) 

sebagaimana dimakslld dalalll aynt (1) dapat me!akukan kcgiatan 

niaga untuk melayalli kOl1sull1cn tcrtcntu (besar). 

Pasa! 47 

0) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) 

wajib memiliki danl atau menguasai fasilitas dan sarana 

penyimpanan serta jaminan suplai dari sumber di dalam negeri 

danl atau luar negeri. 

(Z) Menteri ... 
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(2) Menteri menetapkan kapasitas fasilitas penyimpanan minimum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang harus direalisasikan 

Badan Usaha. 

(3) Badan Pengatur mcmberikan pcrtimbangan kepada Menteri 

berkaitan dengan pcnetapan kapasitas fasilitas pel1.yimpanan 

minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(4) Badan Usaha scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat 

memulai kegiatan usaha Niaganya sctelah memenuhi kewajiban 

kapasitas fasilitas penyimpanan minimum. 

Pasa148 

(1) Badan Usaha pemezang Izin Usaha Niaga Umum {Wholesale} 

dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bah~n Bakar Gas dan 

LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan keeil, transportasi dan 

rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang 

ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. 

(2) Penunjukan penyalur sebazaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

mengutamakan koperasi, usaha keeil dan/atau badan usaha 

swasta nasional yang terintegrasi denzan Badan Usaha 

berdasarkan perjanjian kerjasama. 

(3) Penyalur sebagaimana dimaksud dafam ayat (1) hanya dapat 

memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG 

dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha 

pemeganz Izin Usaha Niaga Umum (Wholestde), 

(4) Penyalur sebazaimana dimaksud dalam ayat"(1) wajib memiliki 

perizinan sesuai denzan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. . 

(5) Badan Usaha pcmezang Izin Usaha Niaga UmUIn (WhoJestlJe) 

bcrtanggung jawab atas standar dan mutu sampai ke tingkat 

pcnyalur. 

(13) Bac.an ... 
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(6) Badan u'saha wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan 

Badan Pengatur mengenai penunjukan penyalur sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 

Pasal49 

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) 

Bahan Bakar Minyak dapat melakukan kegiatan penyalurall secara 

langsung kepada pengguna transportasi melalui fasilitas dan 

sarana yang dikelola dan/atau dimilikinya. 

(2) Kegiatan penyaluran secant langsung pad a fasilitas dan sarana 

milik Badan Usaha scba$ailllana dilllaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat dilaksanakan palin~ banyak 20% (dua puluh perscn) dari 

jumlah seluruh sarana dan fasilitas kegiatan penyaJuran yang 

,I dikelola dan/atau dimiliki olch Uudan Usaha. 

(3) Kegiatan penyaluran pada sarana dan fasilitas yang dikelola 

dan/atau dimiliki I3adan Usaha selain sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) pengoperasiannya hanya dapat dilaksanakan oleh 

koperasi, usaha kecil dan/ atau badan usaha nasional. 

(4) Koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha nasional dapat 

memiliki dan mengoperasikan fasilitas dan sarana milik sendiri 

melalui kerjasama dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha 

Niaga Umu~n (Wholesale). 

(5) Ketentuan pelaksanaan penetapan sebagaimapa dimaksud dalam 

ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan 

dari Badan Pengatur. 

Pasal 50 ... 
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Pasal SO 

(1) Pengguna langsun:~ yang Illcmpullyai atau menguasai fasilitas 

pelabuhan dan/atau terminal laul pcncrima (receiving Icnnil7Eli) 

dapat melakukan illlpor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, 

Bahan Bakar Lain dan/alall, Ilasil Olahan secara langsung untuk 

penggunaan sendiri selclah mcndapatkan rekomendasi dati 

Menteri. 

(2) Pengguna langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilarang memasarkan danl atau memperjualbelikan Bahan Bakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan. 

(3) Terhadap pengguna langsung yang memasarkan danl atau 

memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakal' Gas, Bahan 

Bakar Lain danl atau Hasil Olahan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa! 51 

(1) i3adan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang, mela.{sanakan 

kegiatan niaga LPG wajib memiliki atau menguasai fasilitas dan 

sarana penyimpanan dan pengisian tabung LPG (bottling plant). 

(2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib mempunyai dan menggunakan merek 

" dagang tertentu. 

(3) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga bertanggung jawab atas 

standar dan mutu LPG, tabung LPG, fasilitas dan sarana 

penyimpanan dan pengisian. 

Pasal 52 ... 
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Pasal 52 

~I) Badan Usaha yang melaks<ll1akan kcgiatan usaha Niaga Gas Bumi . . 
terdiri dari Sudan Usaha yans mcmiliki fasilitas jaringan distribusi 

Gas Bumi dan Bad,m Usaha yang tidak memiliki fasilitas jaringan 

distribusi Gas Bumi. 

(2)· Kegiatan usaha Niasa Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Badan 

Usaha yang memiIiki fasilitas jaringan distribusi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izin 

Usaha Niag~ Gas Bumi dan mempero!eh Hak Khusus untuk 

Wilayah ]aringan Distribusi. 

(3) Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Badan 

Usaha yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di!aksanakan 

melalui fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi dari Badan Usaha 

yang telah memperoleh Hak Khusus untuk Wilayah ]aringan 

Distribusi dan dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Niaga 

Gas Bumi. 

Pasal53 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha N.iaga, Badan Usaha wajib 
.I 

menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan 

lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa! 54 

(1) Menteri menetapkan standar teknis atas tabung Bahan Bakar Gas 

dan LPG serta fasilitas pengisian tabung Bahan Bakar Gas dan LPG 

(bottling plant) dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga 

Bahan Bakar Gas dan LPG. 

(2) Menteri menetapkan standar teknis minimum atas fasilitas dan 

sarana kegiatan penyalur. 

Pasal 55 ... 
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Pasal55 

Terhadap penjualan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagai hasil produksi 

~ang ti~ak terpisahkan atau merupakan bagian Kegiatan Usaha Hulu 

tidak diperlukan Izin Usaha Niaga. 

BAB VIII 

CADANGAN STRATEGIS MINYAK BUMI 

Pasa156 

(1) Cadangan Strategis Minyak Bumi disedlakan oleh Pemerintah yang 

dapat diperoleh dari produksi dalam negeri dan/ atau impor . 

. (2) Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha untuk menyediakan 

Cadangan Strategis Minyak Bumi sel?agaimana dimaksud dalam 

ayat 0). 

(3) Menteri mengatur dan menetapkan Cadangan Strategis Minyak 

Bumi. yang berkaitan dengan jumlah, jenis, dan lokasi 

penyimpanan serta penggunaan Cadangan Strategis Minyak Bumi. 

(4) Jumlah Cadangan Strategis Minyak Bumi ditetapkan berdasarkan 

kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan jenisnya disesuaikan dengan 

konfigurasi fasilitas Pengolahan d~lam negeri yang akan 

menggunakan Cadanga.l1 Strategis Minyak Bumi. 

Pasa157 

Penggunaan Cadangan Strategis Minyak Bumi ditetapkan oleh Menteri 

pada saat terganggunya pasokan Minyak Bumi"' guna mendukung 

penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri. 

Pasa158 

Pengaturan, pelaksanaan, dan pcngawasan atas Cadangan Strategis 

Mbyak Bumi diatur lebih lanjut olch Mentcri. 
,I 

BAB IX ... 
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BABIX 

CADANGAN BAHAN BAKAR MINYAK NASIONAL 

Pasal59 

(1) Menteri menetapkan kebijakan mengenai jumlah dan jenis 

Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional. 

(2) Jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana 

dimaksud d~lam ayat (1) wajib memenuhi standar dan mutu yang 

ditetapkan Menteri. 

(3) Menteri dapat menunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha 

Pengolahan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan 

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang menghasilkan 

dan/atau mengusahakan jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) untuk menyediakan Cadangan Bahan 

Bakar Minyak Nasional. 

(4) Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dari masing-masing 

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan 

ditetapkan oleh Badan Pengatur. 

(5) Pengawasan penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional 

sebagaimana dimaksud dalum ayat (4) dilakukan oleh Badan 

Pengatur. 

Pasal60 

(1) Cadangan Bahan Bakal' Minyak Nasional sebagaimal\u dil11aksud 

dalam Pasal 59 ayat (1) hanya dipergltnakan pada saat terjadinya 

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang pengaturan dan 

penetapannya dilaksunakan oleh Sadan Pengatur. 

(2) Dalam hal Keiangkaan Bahan Sakal' Minyak telah dapLii diatasi, 

Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dikembalikan pada 

keadaan semula. 

Pasal 61 ... 
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Pasal 61 

(1,' Badan Usaha ya.ng ditunjuk sebagainana dimaksud dalam Pasal 

59 ayat (3) wajib melaporkan mengenai kondisi Bahan Bakar 

Minyak sebagai bagian dari Cadangan Bahan Bakar Minyak 

Nasional meliputi lokasi, jumlah dan jenisnya kepada Badan 

Pengatur dengan tembusan kepada Menteri setiap bulan. 

(2) Dalam hal Badan Usaha tidak menyediakan Cadangan Bahan 

Bakar Minyak Nasional pada saat diperIukan sebagaimana 

,I dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Menteri dapat mengenakan 

sanksi administratif dan/ atau denda kepada Badan 'Usaha sesuai 

dengan rekomendasi Badan Pengatur. 

BAB X 

STANDAR DAN MUTU 

Pasa! G2 

(1) Menteri menetapkan jcnis, standar dan mutu Bahan Dakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/ atau Hasil 

Olahan yang berupa produk akhir (finished producf) yang akan 

dipase,rkan di dalalll negcl'i. 
" 

(2) Standar dan mutL! Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, 

dan/ atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri wajib 

memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Dalam menetapkan standar dan mutu sebagaimana dirnaksud 

dalam ayat 0), Menteri wajib memperhatikan perkembangan 

teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan 

konsumen, keseIamatan dan kesehatan kerja serta pengeloIaan 

lingkungan hidup. 

PasaI 63 ... 
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Pasa163 

0) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan yang 

oe . men~hasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, danl atau 

Hasil Olahan wajib mempunyai laboratorium uji terakreditasi 

untuk melakukan pengujian terhadap mutu hasil olahan sesuai 

standar dan mutu yang ditetapkan Menteri. 

(2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan yang 

melakukan kegiatan pencampuran (blending) untuk 

menghasilkan Bahan Bakar Minyak danl atau Hasil Olahan 

menyediakan fasilitas pengujian terhadap mutu hasil 
", 

pencampuran (blending) sesuai standar dan mutu yang ditetapkan 

Menteri. 

(3) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

tidak dapat menyediakan fasilitas pengujian milik sendiri, dapat 

memanfaatkan fasililas laboratorium uji yang terakreditasi milik 

pihak lain, 

Pasal G4 

0) Terhadap Bahan Bakar Millyak, Bahan Ba~a~' Gas danl atau Hasil 

Olahan yang berupa pn)duk akhir (fillished product) yang 

diimpor untuk dipasarkan Iangsullg di dalam ncgcri wajib 

memenuhi stan dar dan mutu yans diteiapkan oleh Menteri. 

(2) Terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Sakar Gas, danl atau Hasil 

Olahan yang akan diekspor, dapat ditetapkan standar dan mutu 

oleh produsen sesuai permintaan konsumen. 

(3) Terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danl atau Hasil 

Olahan dengan permintaan khusus dapat ditetapkan standar dan 

mutu tersendiri dan harus dilaporkan kepada Menteri. 

Pasal 65 ... 
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Pasal65 

Menteri mengatur dan menetapkan tata cara pengawasan standar dan 

mutu Ba~an Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain 

dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana 

dimaksud dalam PasaI62 ayat (I). 

l3AH XI 

KETERSEDIAAN DAN [)ISTRIBUSI 

]ENIS BAHAN BAKAR IVlINYAK Tl:RTI:NTU 

Pas;!! GG 

(1) Untuk menjamin kctcrscdiaan dan distribusi jenis Bahan Bakar 

l\1iny:tk terte',ltu disclcnggarakan kegiatan usaha Nlaga mdalui 

mekanisme pcrsaingan usaha yang wajar, sehat, dan tra~sparan 

yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. 

(2) Pelaksanaan.secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayul 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

(3) Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

mengatur ketentuan mengenai jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, 

perencanaan penjualan dan ketentuan ekspor dan impol' Bahan 

Bakar Minyak. 

(4) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana 

dimaksud da'lam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan 

usaha yang wajar, sehat, dan transpar.an, diberlakukan 

pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar 

Minyak tertentu. 

(5) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku 

bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha niaga umum (Wholesale) 

Bahan Bakar Minyak. 

Pasal 67 ... 
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PasaI 67 

(f) Menteri menctapkan Wilayah Usaha Niaga jenis. Bahan Bakar 

Minyak tertenlu di dalam negcri. 

(2) Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu 

sebagaimana dimaksud ctalam ayat (1) meliputi Wilayah Usaha 

Niaga Bahan Bakar Minyak yang mekanisme pasarnya sudah 

berjalan, WiIayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang 

mekanisme pasarnya bclulll bcrjalan dan Wilayah Usaha Niaga 

Bahan Bakar Daerah Terpcncii. 

(3) Badan Pengatuf mcmbcrik:ill pcrtilllbangan kcpacia MCllteri 

berkaitan dengan pCllclap:11l \ViI:lyah Usaha Niaga jcnis Bahan 

Bakar Minyak tcrtcntll scba~~ai!llalla dilllaksud dalam ayat (1). 

Pasal G~ 

(1) Badan Pengatur mcnctapkan wilayah distribusi Niaga jenis Bahan 

Bakar Minyak tertentu untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha 

Niaga berikut tata caranya. 

(2) Badan Pengatur menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas 

pcngangkutall dan penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya 

d·~.lam penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak 

tertentu terutama untuk wilayah yang mekanisme pasarnya belum 

berjalan dan Daerah Terpencil. 

(3) Apabila diperlukan terhadap WiIayah Usaha Niaga jenis Bahan 

Bakar Minyak tertentu yang belum danl atau ttdak mampu untuk 

terbentuknya mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan 

transparan, Pcmerintah dapat menetapkan batasan harga eceran 

jenis Bahan Bakar Minyak terte:ntu. 

(4) Harga ... 
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(4) Harga eceran jenis Bahan Hakar Minyak tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) tadiri dari harga di tingkat usaha Niaga 

~ . Umu!l1 (Wholes/de) ditambah biaya distribusi dan margin 

pengecer serta pajak. 

(5) Pemerintah mcnetapkan batasan harga sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) berdasarkan masukan dari Sadan Pengatur s(;suai 

dengan perhitungan nilai keekonomiannya. 

Pasa169 

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) 

yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak 

tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan 

kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui 

-' seleksi. 

(2) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, 

usaha kecil dan/ atc.u badan usaha swasta nasional yang 

terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian 

. kerjasama. 

(3) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat 

melaksanakan penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu 

dengan merek dagang yang digunakanatau dimiIiki Sadan Usaha 

pemegang Iiin Usaha Niaga Umum (Wholesale). 

(4) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib 

memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan yang ~erlaku. 

(5) B,1dan Usaha wajib mcnyampaikan laporan kepada Badan 

Pengatur dengan tembusan kepada Menteri mengenai penunjukan 

penyalur sebazaimana dimaksud daIam ayat (I), ayat (2), dan 

ayat (3). 

PasaI 70 ... 
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PasaI70 

(I) Badan Usaha pcmegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) 

yang rncIab~ll1abl1 kcgiatan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis 

minyak tanah untuk rumah tangza dan/ atau usaha keciI wajib 

meIakukannY:l lllcialui pcnyalur yang ditunjuk Badan Usaha 

meIalui sekbi. 

(~) l\:ny:t1ur -Sd\I:~,III!l.lll,1 ,lllll.tI',lll! ,1.11.1111 :ly:tt (I) adalah kopcrasi, 

ll-S:lh:l kl'l..'ll d,I!I.lt,111 !'.I,l.lll 11\.tll:l swasta nasioJ1~t1 yang 

'.,tlLI bcrdasarkall pel~lilnJJan 

(:.;) !'l'ny:t!lIr Sd):I;':',lllll.lll.l dllll.lk"ll,i d:1Lil11 ayat (2) hanya dapat 

lllclaksanakall P\.·11Y:IIIILIII ';,tlLlll Bakar Minyak jenis minyak 

t:1Jl:l1l dellgall !llcn:k d:l~~,lll:~ y',ln:,~ digunakan atau dimiliki Badan 

Usaha pemcgallS Izill lJs:ill,1 .\'Ll~':':l Unwm (Wholesale), 

(4) PcnyaIur SCb:l;;:lilll:llU dillubud d,dam ayat (2) wajib 

mcmperoIch pcrii'.in:lll sl'su:li kckntuan peraturan perundang­

undal1gan yang b\.TI41ku. 

(5) Pcnyalur scbag:lillulLI clilllakslid (blam ayett (2) ltany:t li:q.\tt 

llleIaksanak:lll Pl'llY:litmlll kc~Pd(b pell~;x'Sun,1 rUl1l21h t:t:\.~~~~'l 

dan/atau usaha kccil d:lll tid:lk cLtp:tt )1leIaksanakan pcny:iluratl 

kepada Iingkup pcngsuna Iaill. 

(6) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur 

dengan tembusan kepada Menteri mengenai penunjukan penyaIur 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 0), ayat (2), dan ayat (3). 

Pasal71 

(1) .... Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Niaga jenis Bahan Bakar 

Minyak tertentu yang diIaksanakan oleh penyalur, Badan Usaha 

pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) wajib 

r,lengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, 

usaha kecil dan/ atau badan usaha swasta nasional melalui seIeksi. 

(2) Usaha ... 
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(2) Usah. peng~ngkulan sebazaimana dimaksud d.lam ay~t (I) wajib 

dilakukan secant terintegrHSi dcngan Badan Usaha melalui 
c pcrjanjian kerjasallw. 

(
3
) U saha pengangk u I an scbaga i mana di <lIa ksud dalam • ya t (I) wajib 

mempero!eh perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

DAB XII 

BARGA BAHAN BAKAR MINYAK DAN 

HARGA GAS BUMI 

Pasa! 72 

(I) Barga Bahan Bakar Minyak da.n Gas Bumi, kecuali Gas Bumi 

untuk rumah tangga dan pcIanggan kecil, diserahkan pada 

mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. 

(2) Harga Gas -Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan keeil 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (J) diatur dan ditctapkan oIeh 

Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan 

ckonolllis atas pcnyediaan Gas Bumi serta sesuai dengan kebijakan 
lwrS<I yang diletapkan Pemerintah. 

(3) l3adan Pcnsaltlr mclaksanakan pengawasan atas harga Bahan 

Bakar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud daIam ayat 
(1) dan ayat (2). 

f'asaJ 7~~ 

lIarga eceran Bahan Bakar Minyak di daJam negeri terdiri dari harga di. 

lil1:~kat Uadan Usaha p<:ll1cgans /zill Usaha Niaga Umum (Wholesale), 

dil:ll11bah biaya distribusi dan Illarsin pcngecer serta pajak. 

Pasa! 74 ... 
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Pas,d 74 

Pengenaa,n pajak sebagaimanll dilllaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan 

sesuai dengan kctentuan pcrlll1dan.~·utldan:\an yang bcrlakll. 

BAB XIII 

PENYALURAN BAliAN BAKAR l\·1INYAK 

PADA DA[I{1\11 TJ:RI'l:NCIL 

Pasal75 

Menteri menetapkan kcbijakan untuk Daerah Terpeneil berdasarkan 

atas pertimbangan lokasi, kesiapan pembentukan pasar dan nilai 

strategis wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan 

pertimbangan d~,ri Badan Pengatur. 

Pasal76 

(1) Penyaluran Bahan Bakar Minyak ke Daerah Terpeneil diatur dan 

ditetapkan Iebih Ianjut oleh Badan Pengatur. 

(2) Dalam melaksanakan penyaluran Bahan Bakar Minyak ke Daerah 

Terpeneil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Usaha 

dapat bckcrja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, 

usaha keeil dan/ atau bad an usaha nasional yang telah mempunyai 
.. 

jaringan distribusi di Daerah Terpeneil dengan 

mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis .. 

(3) Bahan Bakar Minyak yang wajib disalurkan k6 Daerah Terpencil 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bahan Bakar 

Minyak jenis bensin, minyak solar dan minyak tanah yang 

disesuaikan dengan kcbutuhan daerah yang bersangkutan. 

BAB XIV ... 
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BAB XIV 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KEI\JA DAN 

PENG~ELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGEMBANGAN 

MASY ARAKA T SETEMPAT 

Pasal77 

Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga wajib menjamin dan menaati 

ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan 

Lingkungan Hidup serta pengembangan masyarakat setempat. 

Pasal78 

Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan pengembangan masyarakat setempat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dalam kegiatan usaha 

Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga diatur sesuai 

de~gan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 79 

(1) Badan Usaha dalam mclaksanakan kcgiatan usaha Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyilllpanan dan Niaga ikut bcrtanggung jawab 

dalam pengembangan Iingkul1gan dan Illasyarakat setcmpat dalam 

rangka menjalin hubutlgan dcngan mHsyarakat di sekitarnya. 

(2) Tanggung jawab Badan Usaha dalam mcngembangkan lingkungan 

dan masyar~kat setempat scbagaimana dimaksu.d dalam ayat 0), 

adalah keikutsertaan dalam mcngembangkan dal! mcmanfaatkan 

potensi kemampuan masyarakat setcmpat antara lain dcngan eara 

memperkerjakan lella~a kCl'ja dllla!ll jllmlah dan kllHlitas tcrtcntu 

sesuai dengan kompclcllsi yang dibutllhkan, scrta mcninskatkan 

lingkungan hunian Ill:lsyarabt agar tCI\:ipta kchannonisHn antara 

Badan Usaha dcngan Illasyarakat di sckitarnya. 

Pasal 80 .,. 
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rasal DO 

(1) Kegiatan pengembangan lil1:~kllngan dan masyarakat sctcmpat 

oe oleh Badan Usaha dilakllkan dcn.'~al1 bcrkoordin;lsi dcng<ln 
Pemerintah Daerah. 

(2) Kegiatan pel1scmbal1:~al1 lill:~kllll.'~al1 dan IWlsyarakat SC!ell1pat 

sebagaimana dill1akslld dalall1 ayat (1) diutamak<in tll1tuk 

masyarakat di sckitar dimalla kc:siatall Ilsahanya ailaksanakan. 

BABXV 

PEMANFAATAN BARANG,]ASA, KEMAMPUAN REKAYASA 

DAN RANCANG BANG UN DALAM NEGERI 

SERTA PENGGUNAAN TENAGA KERJA 

PasaI81 

Pe~"'lggunaan barang dan peraIatan dalam Kegiatan Usaha Hilir wajib 

memenuhi standar yang berIaku sesuai dengan peraturan perundang. 
undangan yang bcrlaku. 

PasaI82 

(1) Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha HiliI' wajib 

l11engutal11akan pel11Hnfaatan barung, peraIatan, jasa, teknoIogi 

serta kemal11puan rekayasa dan rancang bangun dalal11 negeri 

secara transparan dan bersaing. 

(2) Pengutamaan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknoIogi serta 

kemampuan rekayasa dan rancang bangu.n daIam negeri 

sebazaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila 

barang, peralatan, jasa, tcknologi serta kemampuan rekayasa 

rancang bangun tcrscbut tclah dihasilkan atau dipunyai daIam 

negeri serta mClllcl1uhi kualitas, mulu, waktu penycrahan, dan 
harga yang bersaing. 

Pasal 83 ... 
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Pasa! 83 

(1) Dalam l11cl11cIluhi kcbuluhan lenaga kcrjanya, Badan Usaha yang 

melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir wajib mcngutamakan 

penzgunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan 

memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan 

standar kompetensi yang dipersyaratkan. 

(2) Badan Usaha yang Illclaksanakan Kcgiatan Usaha Hilir dapat 

menzgunak~n tenaga kClja asins untuk jabatan dan keahIian 

tertentu yang bclulll dapat dipcnuhi tcnaga kerja Warga Negara 

Indonesia sesuai dcngan kompctensi jabatan yang dipersyaratkan. 

(3) Tata eara penggunaan tennga kcrja using sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) dilakukan scstlai denzan ketentuan pcraturan 

perundang-undangan yang bcI'lakl1. 

Pas,d 84 

Ketentuan mengenai hubungan kClja, pcriilldungan kClja, dall syarat­

syarat kerja, serta penyerahan seba:~iall pciaksanaan pckcljaan kcpada 

pihak lain diatur scsuai clcl\~all kctClltll<l1l pcraturHn pcrllndang­

undangan yang berlaku di bidans k<:tellasakcl~jaan. 

Pasai 85 

Untuk mengembangkan kCll1alllplian tcna~~a kcrja Warga Negara 

Indonesia agar dapat l11cmenuhi standar kompentcnsi kerja dan 

kualifikasi jabatan, Badan Usaha wajib melaksanakan pembinaan dan 

program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Warga Negara 

Indonesia. 

Pasa! 86 

Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja Warga Negara Indonesia 

dilaksanakan sesLlai peraturan perundang-t,.tndangan yang bcrlaku. 

BAB XVI ... 
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BAB XVI 

PEMBINAAN DAN PENGA WASAN 

Pasal87 

Menteri melakuk':tn pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan 

kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga 
'sesuai Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal88 

Pengawasan yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

dilaksanakan oleh Badan Pengatur. 

Pasal89 

(1) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

(2) Ketentuan mengcnai pcngawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 88 diatur Icbih lanjut olch Badan Pengatur. 

BAH XVII 

SANKSI 

Pas:!l DO 

(1) Menteri me~berikan tegurall tcrtlliis tcrhadap Badan Usaha yang 

melakukan pelanggaran tcrhadap salah satu persyaratan dalam 

Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha 

Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oIeh 

Menteri. 

CO Dalam ... 
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(2) DaIam hal Badan Usaha setelah mendapatkan tegur~m tertulis 

sebagaimana dimaksud daIam ayat (1) tetap melakukan 

.e pen?uIangan peIanggaran, Menteri dapat menangguhkan kegiatan 

usaha Pcngolahan, Pcngangkulan, Pcnyimpanan, dan/alau Niaga. 

(3) Oalam hal I3adan Usaha tidak menaati persyaratan yang 

ditetapkan olch Menteri se!ama masa penangguhan sebagaimana 

dimaksud dalarn ayat (2), Mcnteri dapat membekukan kegiatan 

usaha Pengoiahan, Pcngangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. 

(4) Badan Pengatur mcnetapkan dan memberikan sanksi yang 

berkaitan dengan pelanzsaran Hak Khusus kegiatan usaha 

pengangkutan Gas I3umi mclalui pipa. 

(5) Badan Pengatur menctapkan dan memberikan sanksi yang 

berkaitan dengan pelanggal'<ln kcwajiban Badan Usaha da!am 

penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. 

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud dalnl1l ayat (4) dan ayat (5) bcrupa 

teguran terlu!is, dcnda, pCIi,IIl~')lIhan, pClllbcku<lll, dan 

pencabutan Hak dalam pCIl),l'diaall dan pcndistribusian Bahan 

Bakar Minyak scrla pCIll'a1 111tall flak KhllslIs pCll~~all:~klltall Cas 

l3umi mc!alui pipa. 

(7) Ketentuan mengenai pcngenaan sunksi sebagaimana dimaksud 

da!am ayat (6) ciiatul' Icbih lanjllt olch Badan Pcngatur. ' 

Pasa! 91 

(I) Dalam hal seteIah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, . 
dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksu~ daIam PasaI 90, 

kepada Badan Usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan 

pelang.garan yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 

sejak ditetapkannya pembekuan. 

(2): Oalam '" 

1 
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(2) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) 

hari .sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha tidak 

melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi 

persyaratan -yang ditetapkan, Menteri dapat mencabut Izin Usaha 

yang bersangkulan, 

Pasal92 

Menteri dapat memberikan sanksi teguran tertulis, penangguhan, dan 

pembekuan serta pencabutan Izin Usaha terhadap Badan Usaha yang 

melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal90. 

PasaI93 

SeguIa kerugian yang timbuI sebagai akibat diberikan teguran tertuIis, 

denda, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Iz!n Usaha 

sebagaimana dimaksud daIam Pasal 90, PasEd 91 dan Pasal 92 menjadi 

beban Badan Usaha yang bcrsangkutan. 

Pasal94 

(1) Setiap orang atau Badan Usaha yang meIakukan Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpmwl1, dan/atau Niaga tunpa Izin Usaha 
~ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 

(2) Setiap orang yang meniru atau memalsukan' Bahan Bakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil OIuhan, danhttau Bahan Bakar 

Lain dipidana dengan pidall:l pcnjara paling lama G (cnlllll) lahull 

dan denda paling lill&.~i 1\1' GO.OOO.OOO.OOO,OO (cllam puIuh 

miliar rupiah). 

(3) Scliap ... 
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(3) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyalahgunakan 

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang 

.e disubsidi oleh Pemerintah dipidana pcnjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan denda paling tinSSi Rp 60.000.000.000,00 (enam 
puluh miliar rupiah). 

BAB XVII! 

KETENTUAN LAIN 

Pasal ~)~ 

Pada kegiatan usaha 1\~I1~~l)l:tllal1, l'cl1:~al1:~ktltan, Penyil11pal1HI1 dan 

Niaga, yang berkaitan dCI1S<l1l Kc,siatan l1saha Ililir, 13adan Usaha wajib 

mensgunakan sistem alat ukur yans ditctapbn Mcnteri. 

Pasal96 

(1) Dalam hal terjadi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang 

diakibatkan adanya gangguan keamanan dan/ atau keadFlan kahar 

(forcc 1l7:u'cllrc)) Menteri mengambil tindakan yang diperIukan 

untuk mengatasi keadaan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak. 

(2) Dalam keadaan harga Bahan Bakal' Minyak dan Bahan dakar Gas 

jcnis LPG Il1cnjadi tidak stabil atau bergejolak yang mengakibatkan 

beban yang sangat berat bagi konsumen, Pemerintah dapat 

melakukan tindakan un tuk menstabilkan harga dengan 

mempertimbangkan kepentingan pemakai, kons¥men, dan Badan 
Usaha. 

Pasal 97 ". 

, 
j 
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Pasal D7 

" Setiap orang dan/alau 13adan Usaha yang Illcnselahui lelah tcrjadi atau 

patut diduga telah teljudi pelal1g:~ar:111 olch Badan Usaha yang 

berkaitan dengan peiaksl;lna:U1 Izin Usaha sebagaimana ~imaksud 

daIam PasaI 7 dapat meIaporkan sccanl tertulis kcpada Badan Pcngatur. 

Pasal 98 

Tata eara penyampaian IaporHn :-icbagaimana dimaksud dalam Pasal 97 

diatur dan diteta'pkan lebih lanjul l)kh Badan f'cngatur. 

BAH XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 99 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini segaia peraturan 

pelaksanaan yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hilir, dinyatakan 

tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan 

dengan Peraturan Pemerintah ini. 

PasaI 100 

Peraturan Pemerintah ini muIai berlaku pacta tanggal ditetapkan. 

Agar ... 
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Agar setiap orang mcngctallllillya, 111CIllcrilltahkan penSlIndangan 

. Pera,turan Pemerintah ini dcngall pcncll1patannya dalam Lcmbanm 
Negara ReptibIik Indonesia. 

Diundangkan diJakarta 

pada tanggaI 14 Oktober 2004 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG KESOWO 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggaI 14 Oktober 2004 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MEGA W ATI SOEKARNOPUTRI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 124 

V. Nahattands 
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PEN]ELASAN 

ATAS 

r;ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2004 

TENTANG 

KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI 

Undang~undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah 

disahkan ~an diundangkan pada tanggal 23 Nopember 2001 merupakan tonggak 

sejarah dalam memberikan Iandasan hukum bagi langkah~langk'.lh pembaharuan dan 

penataan kembali Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari Kegiatan 

Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. 

Kegiatan Usaha Hilir dituntut untuk Iebih Il1HmpU mcndukung kesinambungan 

pcmbangunan nasional dalam rangka pcningkatan kcmakllluran dan kcscjahteraan 
. . 

rakyat. Dalam pengusahaan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bertujuan 

antm'a lain. untuk mendukung dan lllcnulllbllhkclllbangkan kelllampuan nHsional 

untuk lebih malllpu bersaing, mcnciptakan lapan;~all kCI:ja, Illcmperbaiki lingkungan, 

meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

DaIam rangka menciptakan Kegiatan Usaha IliJir Millyak dan Gas 13umi yang mandiri, 

handal, transparan, berdaya saing, efisien dan bcrwawasan pelestarian fungsi 

lingkungan serta mendorong perkembangan Pl~tcl\si dan penll1an nasional, pcriu 

diberikan Iandasan hukum bagi Kegiatan Usaha Ililir yanz tcrdiri dari Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga bcrdasarkan Illckanismc pcrsaingan usaha 

yang wajar, sehat dan transparan. 

Bertitik tolak dari landasan perlunya dasar hllktllll d:tialll PC:Il:~usahaan Kcgiatan Usaha 

Hilir, maka diperlukan penga~untll daJalll suatu f't:raturall PCl1lcrilltah dcngan 

memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkannya. Pcraturan Pemerintah ini 

mengatur mengenai Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas 13umi, yang antara lain 

meliputi ... 
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mcliputi pengaturan mengenai pcmbinaan dan pcngawasannya, mekanismc pemberian 

lI:illUsaha, kegiatan Pengolahan, Pengangkutan termasuk Pengangkutan Gas Bumi 

Melalui Pipa, Pel1.¥impanan dan Niaga, Cadangan Strategis Minyak Bumi, C:adangan 

Bahan Bakar Nasional, Standar dan Mutu, ketersediaan dan pendistribusian jenis Bahan 

13aka1' Minyak tertentu, Ha1'ga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi, Penyaluran 

Bahan Bakar Minyak pada Dae1'ah Terpencil, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 

I'cngelolaan Lingkungan I-lidup serta Pengembangan Masyarakat Setempat, 

FC1l1anfaatan Barang, Jasa, diln KCI1l<ll11puan Rckayasa dan Rancang Bangun Oalam 

Nc;;cri sc1'la I'cngsulwHll Tel1a~~[l KClja dan Sanksi dalam Kcgialan Usaha IIiIir. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasc-ll 2 

Kegiatan Usaha Bilir dilaksanakan dcngan Izin Usalw dan hanya diberikan 

kcpada Badem Usaha setelah lllClllCI1l!hi pasyal'atan i\c!lllinislralif dan lcknis yang 

dipcrlukan. 

Badan Usaha y(jn~~ lllclnksnn[lknn Ke:~iatal1 llsal1a Iltlltt dilar;!l1:~, lllCl:Ik/!k:in 

Keg1alan Usaha lIilir dall BadaJl U.~wlw llilil' tidak dapil( mclaksan,lkall Kc~~iatan 

US[lha Huiu keellali clell~~;lll IllClllbclltllk bad:lll 11lIkl!!11 yilll~~ tCl'pisah ,llill! seeara 

Holding Company. 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Huruf a 

Cukup jclas 

I-lund b ", 
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Huruf b .. 
Cukup jeJas 

Huruf c 

Cukup jelas 

J·Jurufd 

·ell ku 11 je In s 

Butuf e 

Cukup jelas 

J-Juruf f 

Cukup jelas 

Huruf g 

Cukup jelas 

Jluruf h 

Cukup jclns 

Jluntf i 

Yal18 ciil11,lksud den.'.',;lll jellis Bahan Bakar Minyak lcrlcnlu anlara lain 

Densin, Minyak Solar dan Minyak Tanah dan/ atau Dahan Dakar Minyak 

jenis lain. 

Hurtlf j 

,Cukup jelas 

Huruf k 

Cukup jclas 

Ill! ruf 1 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal G ... 

1 
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Pnsnl 6 

Cukup jc1as ~ 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jcIas 

I-Iuruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

I-Iuruf d 

Pengaturan dan pcnetapan dimaksudkan agar Badan Usaha 

memberikan kesempatan pemanfaatan bersama tersebut dan Badan 

Pengatur wajib memperhatikan dan mempertimbangkan segi teknis dan. 

ekonomis sehingga Badan Usaha yang memiliki dan/ atau menguasai 

fasilitas penyimpanan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak 

terganggu kegiatan operasinya. 

Hurufe 

Yang dimaksud dengan iuran adalah sejumlah d.ana yang wajib 

dibayarkan oleh Badem Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan 

pendistribusian Bahan Bakar Minyak. 

Huruf f 

Cukup jelas 

Ayat (2) ... 
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PasaI 9 

Penetapan Pengadilan Ncgcri JabrLI 1'l\s;11 scba:,ai kll1ba~~a y,1I1:, bl'IWl'llan:~ 

menycIc.'\aikan pel'scIisihall yall:~ dit;\II:~alli l)kh H;llian I'cll:~alllr dik,m:llakan 

Ietak I3adan Pcngatur yallS snal illi hall)'a ada di Jakarla. 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukupjelas 

Hurufb 

Cukup jelas 

Huruf c 

Agar tidak mcrugikan dan membel'atkan Badan Usaha dan konsumen, 

maka dalammenetapkan Tarif, Badan Pengatur wajib memperhatikan 

kepcnlingan pemilik Gas Bumi, pemiIik pipa dan konsumen. 

iIurtlf d 

Pe/ctapan harga Gas Bumi hanya diberlakukan untuk rumah tangga 

dan pelangzan keci! yang menggunakan Gas Bumi dcngan skala 

konsumsi tertentu. 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Yang dimaksud dcngan iuran adalah scjumlah dana yang wajib 

dibayarkan oIeh I3adan Usaha yang melakukan kegiatan usaha 

Pengangkutan Gas I3umi Mclalui Pipa. 

Huruf g 

Cukup jclas 

J\yal (2) 

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pus:!t scbagai lembaga yang berwenang 

menyelesaikan perselisihan yang ditallg<lni o1ch Hadan Pengalur dikarcnakan 

Ietak Badan Penzatur yang saat ini hanya ada di Jakarta. 

I'a~;tl 10 ... 
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Ayat (1) 

Cukupj~las 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Pemberian pertimbangan tertulis terscbul alltura lain memuat pelanggaran-. 
pelanggaran yang dilakukan Badan Usaha, dalllpak/kujian dad scgi tcknis 

dan keekonomian serta usulan jenis salibi yang akall diberikan. 

Pasal 11 

Cukupjelas 

PasaI 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha untuk kegiatan tertentu adalah 

.dimaksudkan untuk Ieqih memudahkan pelaku usaha dan dalam rangka 

efisiensi guna menghindari ekonomi biaya tinggi serta dengan 

memperhatikan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha termasuk di 

dalamnya dengan memperhatikan kepemilikan saham .' asing danl atau 

pemanfaatan fasilitas penanaman modal. Pelimpahan wewenang pemberian 

Izin Usaha untuk kegiatan tertentu dapat dilakukan kepada Pemerintah 

Daerah, instansi terkait, danl at au badan tertentu yang bidang tugas dan 

tanggung jawabnya meliputi penanaman modal. 

Pasal 14 ... 
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P(\l)al 14 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukupjelas 

Huruf b 

Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi 

Melalui Pipa melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip usaha 

terpisah (unbundling) dan hanya dapat diberikan Ruas Transmisi 

dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu. Hal ini untuk 

mendorong persaingan usaha yang wajar dan sehat serta untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu peltiyanan. 

Hurufc 

Cu:':up jelas 

Hw:.uf d 

Badan Usaha yang melaku kan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui 

pipa melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip usaha terpisah 

(unbundling) dan hanya dapat diberikan Wilayah Jaringan Distribusi 

tertentu. Hal ini untuk mendorong persaingan usaha yang wajar dan 

sehat serta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta 

mutu pelayanan. Pembagian wilayah Niaga dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan 

keselamatan. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Aya\ (2) ... 
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Ayat (2) 

Pasa! 16 

Persyaratan dan pedoman pe!aksallaall li.ill lJsalw dilclapkall dalall1 sualu 
',. 

Keputus~n Menteri yang ttntara lain !lll'IIIlI.lt : 

a. akte pendirian perusahaan dan pcrubahan!lya yang telah mcndapat 

pengesahan instansi yang bcrwcllall~; 

b. profil perusahaan (comptlny plvfi/e); 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

d. surat tanda daftar perusahaan (TDP); 

e. surat keterangan domisiIi perusahaan; 

f .. sura! informasi sumbcr pcndanaan; 

g. surat per'nyataan fertulis kesanzzupan memenuhi aspek kese!amatan 

operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan; 

h. surat pernyataan tertulis kesanzzupan memenuhi kewajiban sesuai 

dengan peraturan yang berlaku; 

i. persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang 

memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya adalah 

bahwa Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, 

penyimpanan dan/atau niaga merupakan kegiatan yang menunjang dan 

terkait langsung dengan kegiatan usaha Pengolahannya serta tidak ditujukan 

'untuk mcmperoleh kcuntungan dan/utau laba. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 ... 
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'Cukup jelas • 

Pasa! 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

CukupjeIas 

Pasa! 2 I 

Cukupjelas 

Pasal 22 

Cukup je!as 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Cukupjclas 

Ayat (2) 

Dalam kctcntuan ini yang dimaksud dengan pcrtimbangan tcknis adalah 

pahwa terhadap fasilitas Pengolahan yang mempunyai kapasitas lcbih dapat 
dimanfaatkan pihak lain tanpa mengganggu kegiatan operasional pemilik 

fasilitas. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan ekonol11is ada!ah bahwa 

pihak lain yang akan. memanfaatkan fasilitas Pengolahan tersebut harus 

mempertimbangkan kepentingan keekonomian pemilik fasilitas antara lain 

mengenai tingkat pengembalian investasi (rate of return). 

PasaI 24 ... 
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Cukup jelas ~ 

Pasa! 25 
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Berdasarkan ketentuan ini, untuk bidang pelumas diberlakukan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa berkaitan dengan pemberian izin 

usaha pabrikasi (blending) pelumas dan/atau pengolahan pelumas bekas 

diberikan ole.h menteri yang bertangzung jawab di bidang perindustrian setelah 

mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri. Sedangkan mengenai penetapan 

standar dan mutu pelumas seta pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh 

Menteri. 

1\lsa126 

Yang dimaksuclkan clcngan lzin Usaha Pcnsangkutall dad Mcnlcri adalah Izin 

Usaha yang dibcrikan Mcnlcri kcpada Badan Usaha 1I1ltuk Il1clakllkan kcgiatan 

pemindahan, penyaluran ,qan/atau pendislribusian Minyak Bumi, Gas Bumi, 

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakur Lain dan/utau I-lasil Olahan 

baik melalui darat, air danl atau udara tcrmHSlIk Pengnngku tan Gas Bumi Melalui 

Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untllk tujuan komersial mengingat bahwa 

komoditas tersebut mempunyai sifat stratc,gis dan vital yang mempllnyai dampak 

secara langsung terhadap kepentingan masyarakat banyak. Terhadap Badan 

Usaha yang bersangkutan tetap diwajibkall tllltuk ll1clcllgkapi perizinan usahanya 

sesuai ketentuan peraturan perundang-lI11dall$HIl eli bidallS transportasi. 

Pasal 27 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 ... 
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Pasal29 

Pengangkutml yang dapat dilaksanakan oleh kopcl'asi, ltsal)a kecil dan/atau badan 

usaha swasta nasional adalah penzangktltall yang mcn$..'Sunakan sarana angkutan 

darat di luar kereta api, dengan tujuan 1l1l'Il\bt:rdayakan kCIll<.lmpuan koperasi, 

usaha kecil dan/atau badan usaha S\V:tst:1 nasiollal lIntuk ikut serta cialalll 

kegiatan pengangkutan Bahan Bab!' I\\tllyak dilin~~kat pt:n~~t:L'l'l' yang 

penunjukannya dilaksanakan oleh Badall lfsaha ll\c1altll sclcksi. Dalal\\ Iltelakllkan 

seleksi dan menentukan kritcria badan lIsaila swasta Ilasional didasarkan pada 

perusahaan lokal, setcmpat alall pascoral\~~an dCIl~~all kcsclllrllhan kepcmilikan 

modal atau sahamnya adalah dalam nczcri 100% (scratus per scrallls). 

Pasal 30. 

Cukup jelas 

Pasal 31 

Ayat.(1) 

Dalam kctcntuan ini yang dimaksud dengan pertimbangan teknis adalah 

bahwa terhadap fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Mc1alui Pipa yang 
.I 

mempU11yai kapasitas lebih dapat dimanfaatkan pihak lain tanpa 

mengganzsu kegiatan operasional pemilik fasilitas. 

Scdangkan yang dimaksud dengan perlimbangan ekonomis adalah bahwa 

pihak lain yang akan memanfaatkan fasilitas Pengangkutan Gas Bumi 

Melalui Pipa tcrscbut harus mempertimbangkan kepentingan keekonomian 

pemilik fasilitas antara lain mengenai tinzkat pengembalian. investasi (rate of 

return). 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 32 ... 
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PilsaJ 32 

Cukup jclns 
.., 

Pasal 33 

Cukupjelas 

Pasal 34 

Cukupjelas 

Pasal 35 

Cukupjelas 

Pasal 36 

Cukup jelas 

Pasal 37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukup jelas 

Pasal 39 

Cukupjelas 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Dalam ketentuan ini yang dilllaksud dcngan pcrtimbangan tcknis adalah 

bahwa lcriwdap fasililas PCllyimpal1:tll yang 1l1clllplII1yai k<q;ilsilas lebih 

dapat dimnnfaatkan pillak laill tilllp:t lllCIl~~~illl~~gll kcgiatnn opcrasional 
pemilik fasilitas. 

Scdangkan ... 
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Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan ekonomis adalah bahwa 

pihak lain yang akan memanfaatkan fasiIitas Penyimpanan tersebut harus 

memperMmbangkan kepentingan keekol1omian pemilik fasiIitas an tara lain 

mengenai tingkat pcngembalian invcstasi (rate 01 return). 

Ayat (2) 

Cukupjclas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 4 I 

Cukupjelas 

Pasal 42 

Cukup jelas 

Pasal 43 

Kctcntuan wnjib mcmiliki Izin Usaha jtt~~a bl'rLlkli lL'rlladap Badall lJs;tlw yallg 

ditunjuk untuk mcnjual Minyak Bunti dan l;as l~tlllli bagiall PCll1crilltah yang 

bukan merupakan kelanjutan ciati Kc:~iat;lll l'S;IIl:l 111I1t1 d:11l tidak tcrkait dl'Il.'~al1 

Kontrak Kerja Sama. 

Pasal 44 

Huruf a 

Cukup jelas 

Hurufb 

Cukup jelas 

Huruf c ... 
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Huruf c 

Yang dimaksud denganharga jual Bahan Bakar Minyak pad a tingkat yang 

wajar adalah harga jual Bahan Bakar Minyak yang sesuai dengan 

keekonomiannya dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak bagi 

Badan Usaha dan tidak memberatkan konsumen. 

Hurufd 

Cukupjelas 

Hurufe 

Cukup jelas 

Huruf f 

Cukupjelas 

I-Iuruf g 

Cukup jelas 

Fasal 45 

Cukupjelas 

Pased 46 

Ayat (1) 

Izin Usaha wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang mclaksanakan kegiatan 

usaha Niaga Terbatas (Trcldjng) yang tidak lllel1lpunyai fasilitas dan sarana 

Niaga. Persyaratan untuk mendapatkall If.in Usnha Niaga Terbatas (Trading) 

dibedakan dengan persyaratan untuk Il1cndapatkan Izin Usaha Niaga Umum 

(Wholesale) yang mempunyai fasiIitas dan sarana Niaga. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

I'asal 47 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) ... 
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Yang diji1Uksud dengan pcnetapall kapasitas dalam ketentuan ini adalah 

fasilitas penyimpanan t11inimulll yang hams discdiakan Badan Usaha untuk 

kegiatannya dengan mengacu pada kcwajiball kapasitas failitas pcnyilllpanan 

minimum Bahan Bakal:Minyak yan$ ditctapkan. 

Ayat (3) 

Cukup jeJas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 48 

Ayat (1) 

Cukup jeJas 

Ayat (2) 

Cukup jeJas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Ayat (5) 

Tanggung jawab atas standar dan l11utu tidak hanya dibebankan pada Badan 

Usaha ;'Iemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) tetapi secara 

tanggung renteng juga merupakan tanggung jawab penyalur sampai ke 

tingkat konsumen. 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 49 ... 



Pasal 49 

J\yat (0 

Cukup joolas 

J\yat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONCSI/ ... 
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Yang dimaksud dengan pengoperasian o\ch koperasi, usaha keeil danl atau 

badan usaha swasta nasional adalah bahwa pcngopcrasiannya dilaksanakan 

melalui selcksi dan terintegrasi dcngan Badall Usaha Niaga skala besar yang 

telah mempunyai Izin Usaha Niaga Umum (Wholes:ile), 

Ayat (5) 

Cukup jclas 

Pasal 50 

ell ku p jc1as 

Pasal 51 

Cukup jelas 

Pasal 52 

Cukupjelas 

Pasal 53 

Cukupjelas 

Pasal 54 

Cukup jclas 

Pasal 55 , .. 
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Pasal 55 

Cukupjelas 

Pasal 56 

Ayal (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penugasan untuk menyediakan 

Cadangan Strategis Minyak Bumi hanya dapat ditugaskan atau diwajibkan 

terhadap Badan TJsaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan yang 

memiliki danl at au menguasai fasilitas dan saran a kiIang. 

Ayat (3) 

Cukup jclas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

}'a5a157 

Cukup jclas 

I'asal 58 

Cuk~p jelas 

Pasal 59 

Ayat (1) 
Dalam ketentuanini yang dimaksud dcngan jcnis Cadangan Bahan Bakar 

Minyak adalah Bahan Bakar Minyak yang sclalu lersedia dalam jumlah dan 

jenis tertentu yang dapat digunakan sctiap saal dan apabila tidak tcrsedia 

dan/atau terlambat digunakan akan Il\cll~~;\kibalkall gan~~uall dan sangal 

mcmpengaruhi perckonomian Nasiollal. 

Ayat (2) ... 
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Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) • 

Cukup jcIas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jc!as 

Pasal 60 

Cukupjelas 

Pasal 61 

Cukupjelas 

Pasa! 62 

Cukup jelas 

Pus,d 63 

Cukup jelas 

Pasal 64 

Cukup jelas 

Pasal 65 

Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, keselamatat; dan.kesehatan kerja 

serta pengelolaan lingkungan dan untuk mclindungi konsumen Bahan Bakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/ atau I-lasil Olahan, Pcmerintah 

melalui Menteri mengatur dan menetapkan standar dan mutunya termasuk 

tatacara pengawasannya. Menteri dalal11 1l1cnetapkan standar dan mutu juga 

mempe~hatikan perkembangan teknologi pCl'mcsinnn scrta standar dan mutu 

in ternasional. 

Pasa! 66 ... 

I 
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Pasa! 66 

Ayat 0) 

CukupjG-bs 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan pengaturan secara bertahap dalam Keputusan 

Presiden ini adalah aturan mengcnai pentahapan yang berLaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu 

meliputi perencanaan penjualan Badan Usaha yang didasarkan pada 

kebutuhan tahunan setiap Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan 

mekanisme pengalihan hak penjualan kepada Badan Usaha lain serta 

ketentuan tatacara ekspor dan impor termasuk rekomendasinya dengan 

memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan perencanaan penjualan adalah jumlai1 jenis Bahan 

Bakar Minyak tcrtentu yang diajukan tlntuk clillsalwkan I3aclan Usaha dalam 

penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Usaha 

Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tcrtcntll dan ll1Cndapal penetapan dan 
persctlljuan I3adan Pcngallit'. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 67 

Ayat (1) 

Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak adalah wilayah tertentu 

berdasarkan batasan geografis yang dibcri!'::<In kcpnda Badan Usaha 

petnegang Izin Usaha Niaga Umlll1l Bahdn Bakar Minyak untuk 

melaksanakan penycdiaan dan pendistribusian jcnis Bahan Balear Minyak 

tertentu. 

Ayat (2) ... 
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Dalam nJenetapkan pembagian Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar 

Minyak tertentu didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, loka~i, kesiapan 

pembentukan pasar dan nilai slrategis dad wilayah yang bersangkutan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 68 

Cukup jelas 

Pasal 69 

Cukupjelas 

Pasal 70 . 

Cukup jelas 

j\lsaI 71 

Cukup jclas 

Pasal 72 

Ayat (1) 

Ketentuan terhadap harga Bahan !\ak;11' l~a<; jCllis LPG discrahkan pacta 

mekanisme pasar dilakukan setclah ad.IIIY" 1)('I'~:lill:~al1/tcrbcntuknya dalnm 

pasar LPG atau sekurang-kllran~~lIy;t 1:.'l'd;ll1al L (dlla) Bada11 Usal\a/pclaku 

usaha yang melaksanabn kcsialan IIsalt;1 Nia:~;1 1.I\~. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) ... 
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Ayat (3) 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

21 

Pengawasan atas harga jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi lJcrpedoman 

pad a tingkat harga yang wajar, harga yang sesuai dcngan keekonomiannya 

dengan l11Cl1lpCrlil11b[ll1~~kan kClIlllllllgall yang layak bagi Badlll1 Usaha dan 
tidak memberatkan konsumcl1. 

l'asal 73 

Cukup jclas 

Pasal74 

Cukupjclas 

Pasal75 

Cukupjelas 

Pasal 76 

Cukup jelas 

PasaI 77 

Cukup jelas 

Pasal 78 

Cukup jelas 

Pasal 79 

Cukupjelas 

Pasal80 
.-

Cukupjelas 

Pasal 81 ... 
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Pasal 81 

Cukupjelas 

Pasal 82 

Ayat (1) 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONES!A 
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Dalam lllcngulamakan pcmanfaatan barang dan jasa dalam negeri tetap 

hams mempertimbangkan pcrsyaratan teknis, kualitas, ketepatan pengiriman 
dan harga. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal83 

Cukupjelas 

Pasa! 84 

CukupjeIas 

Pasa! 85 

Cukup jelas 

Pasal 86 

Cukup jclas 

Pasa! 87 

Cukupjelas 

Pasal88 

Cukupjelas 

Pasal 89 ... 
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Pasal89 

Cukup jclas 

40 

Pasal90 

Cukupjelas 

Pasal91 

Cukup jclas 

Pasa! ,92 

Cukupjelas 

Pasal 93 

Cukup jelas 

PJS~Jl 94 

Cukup jeIas 

-' 

Paseli 95 

Yang dimaksud dengan penetapan oIeh Menteri adalah ketentuan yang berkaitan 

dengan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeIiharaan serta 

pemeriksaan teknis sistem aIat ukur. 

Pasal 96 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan tindakan Menteri adalah cara dan/atau, Iangkah 

untuk mengatasi keadaan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak melalui 

pelepasan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang dimiliki oleh Badan 

Usaha atau melalui peningkatan impor Bahan Bakar Minyak dcngan 

pemberian kemudahan dan inscntif yang dalam pelaksanaannya 

dikoordinasikan dcngan 13adan Penga t Ltl'. 

Ayat (2) ... 
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Ayat (2) 

PRESIDEN 
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Yang dirllaksud dengan tindakan PCl11crintah adalah cara atau langkah untuk 

m~nstabilhm ha'rga Bahan Bakar Minyak mclalui penetapan harga jual 

eceran tertinggi yang ditetapkan bcrsam<l Mcntcri dan mentcri terkait sctelah 

berkonsulti1si dengan Prcsidcn. 

Pasal97 

Cukup jelas 

Pasal98 

Cukup jelas 

Pasal99 

Cukup jelas 

Pasal 100 

Cukup jelas 
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